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ABSTRAK

Perkembangan  teknologi informasi mengalami perubahan pesat dalam
masyarakat, terutama di bidang media elektronik. Salah satu perkembangan yang
dialami, yaitu dapat mempermudah seseorang dalam berkomunikasi secara bebas.
Namun terdapat pula pengaruh negatif, yaitu perbuatan penyebaran dan peniruan
konten asusila yang melanggar norma kesusilaan, baik dari segi moral, adat, etika,
dan norma yang diatur undang - undang. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis
dapat melakukan penulisan skripsi ini dengan judul Ratio Decidendi Hakim dalam
Memutus Perkara Persebaran Konten Asusila Melalui Digital Informasi, Rumusan
masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana ratio decidendi hakim dalam
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN Plg pada kasus tindak
pidana persebaran konten asusila melalui digital informasi dan bagaimana
pertanggungjawaban pidana pelaku persebaran konten asusila melalui digital
informasi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif
dengan menggunakan pendekatan undang — undang dan pendekatan kasus dengan
meneliti bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan teknik pengumpulan
bahan hukum studi kepustakaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ratio
decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan pertimbangan
hakim secara yuridis dan non-yuridis, serta diancam dengan Pasal 45 ayat (1) jo
Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa
disesuaikan dengan teori ratio decidendi dan pertanggungjawaban pidana yang
menitikberatkan pada kesalahan agar dapat memberikan kepastian, kemanfaatan,
keadilan, dan pencgakan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Asusila, Digital Informasi, Tindak Pidana
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan peningkatan teknologi informasi di Indonesia yang
secara signifikan telah mengalami perubahan yang pesat bagi setiap lapisan
kehidupan masyarakat. Teknologi merupakan suatu awal dari munculnya segala
keanekaragaman berbagai media di Indonesia yang dapat mempengaruhi gaya
hidup, pola pikir, dan perilaku setiap masyarakat." Dengan adanya teknologi di era
digital ini, maka dapat mempermudah seseorang dalam berkomunikasi antar

sesama, baik secara kontak fisik maupun melalui perantara.?

Adanya kemudahan dalam berkomunikasi melalui media elektronik
membuat manusia semakin bebas dalam menjalin hubungan interaksi antar
sesama tanpa adanya hambatan maupun batasan.® Dapat diketahui bahwa media
berupa internet dapat memberikan atau menyediakan berbagai ruang kebebasan
dalam berkomunikasi bagi masyarakat umum, baik berupa tulisan, gambar, video,

maupun suara.* Namum disamping itu, kebebasan dalam menggunakan media

! Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, cet 1 (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013), him. 29.

2 Rulli Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia), cet 1 (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016), him. 1.

% Rachmaniar, Puji Prihandini dan Preciosa Alnashava Janitra, “Perilaku Pengguna
Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan,” Jurnal Komunikasi Global
(2018), him. 2.

* Nynda Fatmawati Octaria, Pidana Pemberitaan Sosial, cet 1 (Malang: Setara Press,
2018), him. 7.



komunikasi juga dapat mengakibatkan perubahan sosial, perkembangan

waktu yang cepat, serta dapat membawa perubahan hukum yang baru pula.’

Sebagaimana telah diketahui bahwa maraknya kasus kejahatan kini
bertambah banyak, terkhusus di bidang teknologi dan informasi seperti adanya
tindakan persebaran konten asusila di media sosial. Kasus asusila yang terjadi saat
ini seringkali dilakukan oleh setiap orang dalam keadaan sengaja dan dilakukan
dengan kesadaran penuh.® Adapun dampak negatif dalam penggunaan teknologi
di Indonesia, yaitu adanya penyalahgunaan teknologi melalui media elektronik,
seperti terdapat perbuatan penyebaran informasi atau persebaran konten asusila
yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku, dan adanya peniruan terhadap
konten di internet.” Hal tersebut diperlukan suatu perhatian yang khusus, bagi
institut pemerintah, penegak hukum, maupun pejabat lainnya yang terkait agar
kejadian tersebut tidak terus — menerus terulang kembali dan tidak merugikan
pihak lain.2 Namun, selain itu terdapat pula dampak positifnya, yaitu dapat
membawa kemajuan di bidang elektronik, dapat meningkatkan mutu dan kualitas,
serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.” Dampak yang

ditimbulkan dapat saja disebabkan oleh karena sesuatu hal, yaitu faktor

® Indra Jalani Manope, “Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Pemeriksaan
Perkara Pidana,” Jurnal Lex Crimen (2017), him. 108.

® Hwian Christianto, Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus, cet 1
(Yogyakarta: Suluh Media, 2017), him. 1.

’ Firgie Lumingkewas, “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta
Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan,” Jurnal Lex Crimen (2016), him. 22.

® L Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang — Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik,” Dialogia luridical: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi (April 2018),
him. 85.

° Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana: Untaian Pemikiran, cet 1 (Surabaya:
Airlangga University Press, 2019), him. 55.



lingkungan sosial, adanya kemajuan di bidang teknologi, kurangnya pengetahuan
mengenai nilai — nilai moral di masyarakat, serta faktor hukum, seperti aparat
penegak hukum dan penegakan hukum yang kurang diketahui oleh setiap

masyarakat.

Kesusilaan merupakan salah satu bentuk cerminan diri dari kepribadian
seseorang dan berupa tindakan yang melanggar norma hukum dalam kaitannya
dengan kesopanan, Kketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Setiap
orang diwajibkan untuk menaati segala aturan hukum dan norma yang berlaku di
lingkungannya berada. Setiap norma atau nilai — nilai kesusilaan yang dilanggar
dapat menimbulkan kerugian, baik bersifat materil (berupa harta benda) maupun
immateril (berupa adanya gangguan atau hambatan dalam menciptakan ketertiban

dan kesejahteraan masyarakat).*°

Di dalam ketentuan pidana telah diatur mengenai kejahatan terhadap
kesusilaan, yang mana diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi
setiap orang yang sekiranya mendapatkan perlakuan yang kurang baik atau
tindakan asusila terhadap dirinya.'* Berkaitan dengan persoalan hukum tersebut,
maka dari itu telah diatur ketentuan atau kebijakan yang diterapkan oleh
pemerintah seperti yang ada dalam UU ITE. Dalam ketentuan tersebut terdapat

regulasi hukum yang bersifat mengatur dan relevan dalam pengaturan mengenai

10 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him.
6.

1 p A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, Delik — Delik Khusus Kejahatan Melanggar
Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, ed.2, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 1.



pemberian hukuman terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan berat

ringannya kejahatan yang dilakukan.*?

Kejahatan terhadap kesusilaan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan
terbagi atas dua kategori, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan atas
kesopanan yang diluar bidang kesusilaan, misalnya kejahatan terhadap pornografi
dan kejahatan yang dapat melanggar kesusilaan umum. Di dalam peraturan
perundang — undangan bahwa kejahatan terhadap kesusilaan telah diatur dalam
Buku Il Bab XIV Pasal 281 — 303 KUHP dan pelanggaran terhadap kesusilaan
telah diatur dalam Buku Il Bab VI Pasal 532 — 547 KUHP. Kejahatan dan
pelanggaran merupakan perilaku seseorang yang dianggap sama dikarenakan
sudah menentang kesusilaan dan bertolak belakang dari apa yang ada pada

masyarakat, hanya saja kedua hal tersebut diatur dalam peraturan yang berbeda.

Dalam undang — undang telah mengatur tentang perbuatan yang melanggar
kesusilaan yang di dalamnya terdapat ketentuan pidana yang mengikat dan diikuti
adanya hukuman terhadap pelaku. Terhadap ketentuan tersebut dan bagi siapapun
yang menyimpang dari ketentuan hukum, maka dapat dikenakan pidana yang
dilihat di perundangan yang memuat tentang pelanggaran kesusilaan termaktub di
Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang mana berbunyi:

12 Hardianto Djanggih, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Cyber Crime di Bidang Kesusilaan,” Jurnal Media Hukum (September 2013), him. 59.



Pasal 45 ayat (1) UU ITE, menyatakan:*®
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan:*
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan yang melanggar kesusilaan”
Selain itu, dapat juga dilihat ketentuan yang mengatur mengenai
pengertian dari pornografi itu sendiri sebagaimana tercantum di dalam UU Nomor

44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1), menyatakan:*

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara,
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh,
atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma

kesusilaan dalam masyarakat”
Kemunculan teknologi di Indonesia yang semakin hari kian berkembang
pesat dapat mempengaruhi kehidupan pengguna media sosial yang Kkini sehingga

dapat menyimpang dari nilai atau norma yang berlaku. Saat ini juga telah terjadi

berbagai penyalahgunaan media elektronik, terutama di media sosial, seperti

3 Indonesia, Undang — Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun
2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 45 ayat (1).

¥ Indonesia, Undang — Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun
2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 27 ayat (1).

%5 Indonesia, Undang — Undang Pornografi, UU No. 44 Tahun 2008, LN NO. 181 Tahun
2008, TLN No. 4928, Ps. 1 ayat (1).



pornografi. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia, data statistik pada bulan Maret 2022 menunjukkan bahwa telah terjadi
kasus pornografi sebanyak 5.071 kasus. Sedangkan, jika dilihat secara
keseluruhan pada tahun 2022 terdapat sejumlah 1.142.010 kasus pornografi yang

terjadi di Indonesia.*®

Melalui penilaian dari Badan Pusat Statistik (BPS) telah didapatkan suatu
data sehingga dapat dilihat bahwa banyaknya kasus kejahatan dan pelanggaran
atas norma kesusilaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terkhusus pada
tahun 2020 merupakan kasus dengan tingkat kejahatan yang tertinggi. Adapun
jumlah kejahatan tersebut dapat diketahui melalui penjelasan berikut:

Tabel 1.1.

Data Kejahatan Persebaran Konten Asusila (2016 - 2020)

No. Jumlah Kejahatan Tahun
1. 5.247 kasus 2016
2. 5.513 kasus 2017
3. 5.258 kasus 2018
4. 5.233 kasus 2019
5. 6.872 kasus 2020

Sumber:  https://dataindonesia.id/ragam/detail/kejahatan-pemerkosaan-dan-pencabulan-naik-

3132-pada-2020""

¥ Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Statistk Bulan Maret 2022~

https://www.kominfo.go.id/statistik, diakses 28 Agustus 2022.

7 Alif Karnadi, “Kejahatan Pemerkosaan dan Pencabulan Naik 31,32% pada 2020”
https://dataindonesia.id/ragam/detail/kejahatan-pemerkosaan-dan-pencabulan-naik-3132-pada-
2020, diakses 28 Agustus 2022.




Adanya keberadaan pasal yang mengatur mengenai kesusilaan di dalam
KUHP dan UU ITE dapat menimbulkan berbagai perbedaan pemikiran maupun
pendapat terkait dengan penerapan hukum. Keberlakuan pasal tersebut di dalam
perundang — undangan wajib dijadikan fokus utama bagi setiap aparat atau
masyarakat terkait, dikarenakan dampak yang ditimbulkan bagi korban apabila hal
tersebut tidak ditindaklanjuti dapat berupa timbulnya perasaan malu, timbulnya
tekanan batin dari pihak korban, menurunnya tingkat sosialisasi terhadap orang
lain diakibatkan oleh pandangan orang lain terhadap dirinya yang rendah, serta
dapat menghambat seseorang dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat di

depan khalayak ramai dalam bentuk lisan atau tidak terutama di media sosial.*®

Berikut ini terdapat juga beberapa hal yang termasuk ke dalam perbuatan
kesusilaan, antara lain yaitu:'® aborsi, fetisme, sodomi, mengintip, sex bebas,
masturbasi, pemerkosaan, kumpul kebo, pelecehan seksual, zina atau
heteroseksual, dan homoseksual atau lesbian. Banyaknya penggunaan media
elektronik saat ini sehingga setiap individu pun menggunakannya sebagai salah
satu perantara atau media untuk melakukan penyebaran konten atau informasi.
Maka dari itu, sekiranya bagi siapapun dapat mematuhi segala aturan yang telah
dibuat dan ditetapkan tersebut untuk dijalankan dengan baik dan dapat menjaga
ketertiban umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat

melindungi kepentingan hukum dan negara di Indonesia.?

'8 Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, him. 74.

19 Serfansius Laia, “Pelanggaran Tindak Pidana Asusila Menurut Pandangan Pancasila,”
(Skripsi Universitas Katolik Widya Karya, Malang, 2013), him. 7.

20 purwoleksono, Hukum Pidana: Untaian Pemikiran, him. 46.



Berikut ini merupakan kasus yang berisikan tentang persebaran konten
asusila melalui digital informasi yang diatur pada Putusan Nomor
530/Pid.Sus/2021/PN Plg, yang telah memiliki putusan tetap, yaitu perkara atas
nama FENNICA BINTI FERI (32 Tahun) dengan Nomor Register Perkara
530/Pid.Sus/2021/PN Plg. Berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa
telah menyebarkan atau mengirimkan foto — foto asusila berupa screenshot
videocall yang diposting melalui akun Facebook kepunyaan Fennyca Nyca
tersebut pada bulan April 2020 yang lalu. Maksud dan tujuan Terdakwa adalah
untuk mempermalukan korban dan membuat korban jera, namun dampak yang
ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat membuat korban merasa dirugikan,
menjadi malu, merasa tertekan batin, sering menangis, dan jarang keluar rumah

karena merasa orang — orang memandangnya rendah.

Maka dari itu, atas kesalahannya tersebut terdakwa telah terbukti bersalah
atas Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta diancam dengan
ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 282 ayat (1) KUHP. Atas perbuatan
tersebut, terdakwa juga telah dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,
serta denda sebanyak Rp.100.000,000,- (seratus juta rupiah), yang mana terdapat
ketentuan jika denda yang dikenakan tersebut tidak dibayar maka akan diganti

dengan penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan.?

2! pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 530/Pid.Sus/2021/PN Plg., him. 28.



Berdasarkan uraian tersebut, bahwa setiap orang dapat dikatakan telah
melanggar kesusilaan ketika seseorang tersebut telah melakukan suatu persebaran
konten asusila atau informasi yang melanggar kesusilaan yang dipertontonkan
atau diperlihatkan dimuka umum, baik secara langsung maupun melalui media

sosial.??

Hakim dalam memutus suatu perkara bersifat independen dan
pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan dilakukan
atas tindak pidana yang diperbuat terhadap korban.? Pertanggungjawaban pidana
merupakan kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab memulihkan hak —
hak korban, serta proses untuk menerima dan menjalankan sanksi pidana atas

seluruh perbuatan atau tindakan yang sudah dilanggar pelaku terhadap korban

kejahatan tindak pidana tersebut.?*

Berdasarkan uraian tentang latar belakang sebagaimana telah diterangkan
diatas tersebut, maka dari itu penulis menganggap bahwa tulisan ini dapat menarik
perhatian penulis itu sendiri sehingga dapat dilanjutkan dengan membuat suatu
penulisan karya tulis ilmiah yang disatukan ke dalam bentuk skripsi dengan
mengangkat judul “RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PERSEBARAN KONTEN ASUSILA MELALUI DIGITAL

INFORMASI”.

22 Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, him. 116.

2 Octaria, Pidana Pemberitaan Sosial, him. 214,

24 Muhammad Ainul Syamsul, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana,
cet 2 (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), him. 67.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan
pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri
Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN Plg Pada Kasus Tindak Pidana Persebaran
Konten Asusila Melalui Digital Informasi?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persebaran Konten

Asusila Melalui Digital Informasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah yang
diperoleh dan telah dikemukakan diatas, maka dapat dijelaskan pula bahwa tujuan
penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Ratio Decidendi Hakim dalam
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN Plg Pada Kasus
Tindak Pidana Persebaran Konten Asusila Melalui Digital Informasi

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Persebaran Konten Asusila Melalui Digital Informasi

D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara
teoritis maupun secara praktis. Beberapa manfaat penelitian yang dapat diambil

dari penelitian ini, yaitu:
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1. Secara Teoritis

a. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini, penulis
berharap agar penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat dalam
memberikan  sumbangsih  pemikiran dan gagasan dalam
perkembangan ilmu hukum, terkhusus atas perbuatan persebaran
konten asusila melalui digital informasi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan
dan menambah wawasan, dapat mendalami pemahaman mengenai
ilmu — ilmu hukum yang berhubungan dengan tindakan asusila,
serta dapat menjadi sumber atau referensi tambahan dalam suatu
kajian ilmiah.

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dasar
yang dilakukan selanjutnya dalam mendalami teori dan aspek
perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan ratio decidendi
hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor
530/Pid.Sus/2021/PN Plg dan kaitannya dengan
pertanggungjawaban pidana pelaku persebaran konten asusila
melalui digital informasi

2. Secara Praktis

a. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dikaji ini diharapkan
dapat dijadikan sebagai bahan dalam kajian hukum bagi setiap
orang di berbagai kalangan, baik aparat penegak hukum,

akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, terutama bagi
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ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan
perguruan tinggi lainnya, serta berbagai pihak yang bertujuan untuk
mengetahui, memahami, dan mendalami lebih lanjut mengenai
persebaran konten asusila melalui digital informasi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran,
informasi, dan rekomendasi terhadap seluruh pihak yang terlibat
dan memiliki kaitannya dalam penyelesaian kasus persebaran
konten asusila melalui digital informasi agar terciptanya tatanan
hukum yang lebih baik dan maju bagi Indonesia dengan tetap
berfokus dan berlandaskan pada aspek hukum dan peraturan
perundang — undangan.

c. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pemikiran
dan pandangan dalam setiap proses analisis terhadap ratio
decidendi hakim dan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan
kepada pelaku kejahatan terhadap persebaran konten asusila

melalui digital informasi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian objek permasalahan dari penelitian yang telah
diperoleh, sehingga dapat diberikannya batasan terhadap ruang lingkup kajian
hukum agar tidak terjadinya penyimpangan mengenai permasalahan hukum yang
akan dibahas. Ruang lingkup ini berfokus hanya pada pengetahuan mengenai

peraturan perundang — undangan atau regulasi hukum tentang ratio decidendi,



13

tindak pidana, dan pertimbangan hakim dalam persebaran konten asusila melalui
digital informasi berdasarkan UU ITE sebagaimana diketahui kasus pada Putusan

Pengadilan Negeri Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN Plg.

F. Kerangka Teori
Berdasarkan penjabaran secara rinci diatas, maka dengan ini penulis dapat
menggunakan teori — teori yang berhubungan erat dengan kasus hukum yang akan
dikaji dan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Adapun kerangka teori yang
dapat digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penulisan skripsi ini
diantaranya, yaitu:
1. Teori Ratio Decidendi
Menurut Goodheart dalam buku Peter Mahmud Marzuki
menjelaskan bahwa teori ratio decidendi adalah suatu alasan yang dipakai
hakim sebagai dasar atau landasan dalam memutus suatu perkara hukum.
Pertimbangan hakim merupakan aspek yang berperan penting dalam hal
guna menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan
kemanfaatan hukum, serta penegakan hukum mengikat.*® Teori ini
berfokus pada landasan filosofis dasar yang mempertimbangkan segala
aspek dalam ketentuan undang — undang yang sangat berkaitan dengan
pokok permasalahan yang dibahas sebagai suatu dasar hukum bagi Majelis

|.26

Hakim memutus perkara pada kasus yang diambil.”> Landasan filosofis ini

merupakan aspek yang sangat penting bagi hakim dikarenakan dalam hal

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi revisi), (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2013), him. 31.
% Ibid., him. 33.
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menjatuhkan putusan seorang hakim wajib memberikan putusan yang
seadil — adilnya bagi setiap orang, baik bagi pihak yang berperkara

maupun masyarakat sebagai wujud nyata dalam kehidupan.?’

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam terminologi bahasa asingnya
memiliki istilah, yaitu criminal responsibility atau dapat diartikan sebagai
teori yang mengacu atau mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku
kejahatan dalam menentukan seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai
tersangka atau terdakwa, serta menentukan seseorang tersebut dapat
dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak.”® Menurut Van Hamel
dalam buku Eddy O.S Hiarij menjelaskan bahwa teori
pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan dan kesanggupan
seseorang untuk bertanggungjawab atas pelanggaran yang telah
diperbuatnya dalam suatu peristiwa, baik dalam hal kesengajaan maupun
kealpaan. Hal ini tidak dimungkinkan seorang individu dapat dimintakan
pertanggungjawabannya apabila ia tidak melakukan kejahatan yang

dilarang kepada orang lain yang berujung pada pemberian sanksi.?®

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu penilaian atau

pertimbangan yang dilaksanakan setelah diketahui bahwa tindak pidana

?7 Natan Leo Jernandes dan Waluyo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Konten
Pornografi Online Pada Media Sosial,” Jurnal Revolusi Indonesia (Mei 2022), him. 530.

% Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, cet 1 (Yogyakarta: Rengkang Education
Yogyakarta, 2012), him. 20.

** Eddy O.S Hiarij, Prinsip — Prinsip Hukum Pidana, cet 1 (Yogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka, 2014), him. 118.



15

secara sah telah terbukti yang dilakukan secara subjektif maupun objektif.
Secara subjektif, penilaian yang dilakukan kepada pelaku kejahatan
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan psikologi diri
pelaku yang telah melanggar nilai — nilai dan norma yang berlaku.
Sedangkan secara objektif, penilaian dilakukan dengan melihat kaitannya
dengan norma hukum dan nilai — nilai moral yang telah dilanggar oleh
pelaku kejahatan sehingga membuat pelaku dapat dipandang sebagai

seseorang yang dapat di kritik atau tidak.*

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode penelitian normatif atau berdasarkan studi kepustakaan. Dalam metode ini
berpedoman pada ketentuan undang — undang yang akan membahas tentang
prinsip hukum berupa pemikiran atau pandangan dari seorang ahli atau sarjana

hukum maupun pendapat hukum lainnya.*

Sebagaimana dapat dijelaskan tentang bagian dari metode penelitian
tersebut dapat diuraikan seperti penjelasan berikut ini:
1. Jenis Penelitian
Pada penulisan ini, terdapat jenis penelitian dalam mengkaji dan
membahas skripsi ini, yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah

suatu penelitian yang memuat bahan hukum berupa studi pustaka yang

*® Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis
Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya), cet 1 (Jakarta: Kencana, 2016), him.
14.

3! peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet 13 (Jakarta: Kencana, 2017), him. 136.
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dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum, seperti undang —
undang dan berbagai literatur hukum yang berhubungan dengan kasus
yang diteliti dan dibahas.** Metode penelitian hukum normatif berfokus
pada peraturan bersifat tertulis, seperti aspek, teori, prinsip hukum,
penjelasan secara umum maupun Kkhusus pada setiap peraturan yang
berada dalam undang — undang khusus yang mengatur mengenai kajian
yang dibahas, yang mana dalam aturan tersebut memiliki kekuatan hukum
yang tetap dan kuat di dalam setiap penelitian yang berkaitan langsung
pada studi kepustakaan yang berisikan tentang data sekunder pada

kepustakaan tersebut.*

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
diharapkan agar bisa mendapatkan sumber atau bahan hukum yang
berhubungan khusus dengan persoalan hukum yang dibahas. Adapun

pendekatan tersebut yang dapat dijelaskan seperti berikut ini:

a. Pendekatan Undang — Undang (Statute Approach)

Pendekatan ini merupakan cara yang digunakan dalam
mengkaji atau menganalisis kasus yang berfokus pada pembahasan
tentang pengaturan yang berhubungan dengan penelitian yang

sedang dibahas. Pendekatan ini dilakukan dengan adanya proses

%2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), ed.1, cet.16 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him. 14.

% Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Kajian Penelitian
Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis), (Riau: Dotplus Publisher,
2022), him. 3.
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analisis dan pengkajian berbagai sumber atau bahan hukum dari
berbagai perundang — undangan yang mengandung aturan khusus
tentang kasus yang sedang dibahas dan diteliti. Pendekatan ini
dikaitkan dengan peraturan yang membahas tentang isu hukum
yang terkait topik pembahasan, serta menyesuaikan diantara setiap
undang — undang. Hasil pendekatan ini merupakan pendapat atau

asumsi untuk menyelesaikan suatu perkara hukum.®*

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus merupakan salah satu pendekatan yang
bertujuan memahami kaidah hukum vyang berfokus pada
pemahaman mengenai kasus berkaitan erat dengan pokok persoalan
hukum vyang akan diteliti. Pendekatan ini digunakan dengan
menganalisis isu hukum atau permasalahan hukum yang telah
ditetapkan atau adanya penjatuhan dari seorang hakim dan
putusannya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kasus yang
dikaji atau dibahas dalam pendekatan ini merupakan pertimbangan

hakim pengadilan untuk mencapai suatu putusan adil.*®

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan

data sekunder. Pada data sekunder di dalam penelitian normatif ini dapat

3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet 12 (Jakarta: Prenada Media Group,
2016), him. 133.
% Ibid., him. 134.



18

terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.*® Adapun sumber bahan hukum yang
dapat digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu:*’
a. Bahan Hukum Primer
Dalam bahan hukum primer ini mengandung sifat yang
mengikat dan tetap, berupa aturan tertulis yang wajib ditaati oleh
masyarakat maupun pemerintah dan berkaitan dengan pokok —
pokok permasalahan hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan
perundang — undangan dan putusan hakim. Adapun beberapa bahan
hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yang
terdiri dari:
1) Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana®®;
2) Undang — Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi®®;
3) Undang — Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman™:

% Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, ed.1, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), him. 318.

%1 Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 142.

% Indonesia, Undang — Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN
NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

% Indonesia, Undang — Undang Pornografi, UU No. 44 Tahun 2008, LN NO. 181 Tahun
2008, TLN No. 4928.

*% Indonesia, Undang — Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN
NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5067.
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4) Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik®*;

5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN

Plg yang memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini, yaitu bahan hukum yang bisa memberi pemahaman dan rincian
lengkap mengenai bahan hukum primer yang sudah ada
sebelumnya, seperti tulisan karya ilmiah tentang hukum yang dapat
berupa buku, jurnal, dan literatur atau dokumen tentang hukum
lainnya yang memiliki kaitannya terhadap isu atau masalah yang
dibahas. Selain itu, bisa juga seperti pendapat hukum, baik dari
para ahli maupun berdasarkan referensi hukum dan teori — teori

yang berasal dari pustaka hukum, serta hasil penelitian.*?

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang mampu
menyampaikan pemahaman berupa petunjuk tambahan atau arahan
mengenai uraian secara jelas terhadap bahan hukum primer dan

sekunder yang telah ada sebelumnya. Pengkajian penulisan ini,

*! Indonesia, Undang — Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun
2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.
*2 Marzuki, Penelitian Hukum, him. 181.
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selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ditemukan
juga bahan hukum tersier yang dapat melengkapi argumentasi
dalam memberikan informasi tentang kasus hukum yang dibahas
dan dapat ditemukan atau diteliti melalui Kamus Besar Bahasa

Indnesia (KBBI) dan kamus hukum.*?

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan yang dapat
diperoleh melalui studi kepustakaan (library study), yang mana dalam
pengumpulan sumber atau bahan hukum dapat berupa dokumen atau
tulisan. Studi pustaka ini dapat dijalankan melalui cara mencari,
mengumpulkan, mempelajari, dan memahami mengenai dokumen penting.
Di dalam studi kepustakaan ini memiliki manfaat agar mendapatkan bahan
hukum primer dan sekunder, seperti putusan pengadilan, peraturan hukum
atau undang — undang, jurnal hukum, buku, dan artikel hukum yang
tentunya membahas tentang kasus atau isu yang dibahas berupa persebaran

konten asusila melalui digital informasi sebagaimana yang akan dibahas.**

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis dalam penelitian ini dapat menggunakan analisis

deskriptif kualitatif. Teknik ini dipakai oleh penulis dengan tujuan agar

* A’an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum (Legal Research), ed.1,
cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him. 15.

* Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, cet 1 (Depok: Rajagrafindo
Persada, 2018), him. 7.
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dapat mengetahui dan memahami segala aspek hukum yang diteliti,
dengan cara melakukan proses pengolahan data yang selanjutnya akan
disusun secara sistematis. Deskriptif kualitatif merupakan teknik yang
digunakan dengan cara meneliti dan menganalisis seluruh data yang telah
dikumpulkan. Analisis ini dijelaskan dan dijabarkan secara keseluruhan
dari bahan hukum yang telah diperoleh tersebut yang kemudian akan
dilanjutkan dengan analisis dengan menggunakan berbagai teori — teori

yang relevan dengan kasus atau persoalan hukum yang dibahas dan diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Pada penelitian ini, penulis membuat suatu penarikan kesimpulan
yang dapat dilakukan dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah
suatu cara dalam penarikan kesimpulan yang digunakan dengan cara
mengkaji hal — hal dengan menarik suatu hal — hal dari pernyataan umum
yang kebenarannya telah diketahui dan diperoleh dari bahan kepustakaan,
lalu kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus

berdasarkan kasus dari peristiwa yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan penelitian skripsi ini, penulis membuat
penulisan yang dibagi menjadi 4 (empat) bab, yang mana di dalam setiap bab
tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Adanya substansi di

dalam penulisan ini bertujuan agar mendapatkan kemudahan dalam memahami
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dan mendalami hasil yang diperoleh dari penelitian ini secara menyeluruh.

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il

: PENDAHULUAN

Pada bagian pertama dalam penulisan skripsi ini terdiri atas beberapa
poin penting yang dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan
skripsi ini. Bab ini pun dapat berisi tentang latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup,

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian kedua dalam penulisan skripsi ini dapat berupa tinjauan
umum mengenai topik yang dibahas. Adapun poin penting yang berisi
tentang pengertian umum atau doktrin dan regulasi hukum terkait
dengan kasus yang dibahas dan dihubungkan dengan teori yang
dipakai oleh seorang penulis dalam mengkaji dan membahas suatu
masalah hukum, serta pendapat atau pemikiran atau pandangan dari
para ahli hukum tentang pokok — pokok permasalahan hukum yang

akan dibahas dan diteliti.

: PEMBAHASAN

Pada bagian ketiga dalam penulisan skripsi ini berisi tentang inti atau
pokok permasalahan yang utama yang dijelaskan dalam bab ini, yang

mana di dalam bab ini dapat diuraikan mengenai Bagaimana Ratio
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Decidendi Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor
530/Pid.Sus/2021/PN Plg Pada Kasus Tindak Pidana Persebaran
Konten Asusila Melalui Digital Informasi dan Bagaimana
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persebaran Konten Asusila

Melalui Digital Informasi.

: PENUTUP

Pada bagian keempat dalam penulisan skripsi ini berisikan tentang
kesimpulan dan saran atas keseluruhan dari pembahasan yang telah
dibuat dan diselesaikan oleh penulis. Bagian ini ditujukan khusus
kepada seluruh pihak terkait dengan kasus atau masalah tersebut dan

terlibat langsung di dalam penulisan penelitian ini.
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